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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan, dan sistem 

pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam 

penelitian ini, sampel yang dipilih adalah aparatur pemerintah daerah di 23 OPD 

Kabupaten Banjarnegara dan diambil menggunakan teknik purposive sampling. 

Kemudian diperoleh 112 kuesioner yang sudah diisi responden dan dapat diolah. 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabiltas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten 

Banjarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja 

yang diterapkan dengan baik maka akan mengoptimalkan penggunaan 

anggaran dan menciptakan transparansi serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan 

anggaran berbasis kinerja maka akan semakin baik pula akuntabilitas 

kinerja pada instansi pemerintah.  

2. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabiltas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten 

Banjarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan perlu 
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diterapkan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang 

transparan dan akuntabel di mana informasi yang dihasilkan dapat 

memudahkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil 

keputusan. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang diterapkan dengan 

baik dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik pada setiap 

instansi pemerintah.  

3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabiltas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten 

Banjarnegara. Hal ini menunjukkan dengan implementasi sistem 

pengendalian internal yang baik maka setiap kegiatan yang 

diselenggarakan dapat terkendali dan terdapat peluang yang besar 

dalam mencapai target yang ditetapkan, Oleh karena itu, sistem 

pengendalian internal yang diterapkan dengan baik dapat mewujudkan 

akuntabilitas kinerja yang baik pada setiap instansi pemerintah.  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini telah 

sesuai dengan tujuan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Berdasarkan uji 

koefisien determinasi nilai adjusted R2 yang dihasilkan adalah 0,561 atau 56,1%. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang 

meliputi anggaran berbasis kinerja (X1), sistem pelaporan (X2), dan sistem 

pengendalian internal (X3) memiliki pengaruh sebesar 56,1% terhadap variabel 

dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan 43,9% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.  
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Hasil pengujian yang sejalan dengan hipotesis membuktikan bahwa ketiga 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika dikaitkan dengan masalah 

yang sudah dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara 

untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Setiap OPD di Kabupaten 

Banjarnegara perlu meningkatkan evaluasi atas pelaksanaan anggaran agar dapat 

diketahui tingkat efektivitas dan efisiensinya serta dapat membantu untuk 

mengetahui apakah target yang ditetapkan telah tercapai. Lalu dalam upaya 

menyajikan laporan keuangan yang tertib dan akuntabel, diperlukan adanya 

informasi yang dapat digunakan untuk mengoreksi ekspektasi di masa lalu dalam 

laporan keuangan. Selain itu, perlu adanya pemeriksaan mendadak terhadap 

catatan akuntansi, fisik kas, dan barang untuk memperkuat lingkungan 

pengendalian dalam upaya memberikan kepastian efektivitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan penyelenggaraan negara. Apabila hal-hal tersebut diterapkan 

dengan baik, maka akan menciptakan akuntabilitas kinerja pada instansi 

pemerintah yang baik pula dan dapat meningkatkan penilaian Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP). 

5.2.  Keterbatasan 

 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak terlepas dari beberapa 

keterbatasan, antara lain sebagai berikut: 

1. Terdapat kesulitan di mana jam kerja OPD di Kabupaten Banjarnegara 

lebih singkat di masa pandemi COVID-19 sehingga peneliti 
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membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyebarkan dan 

mengumpulkan kuesioner. Selain itu, jarak antar lokasi kantor satu dan 

lainnya yang cukup jauh juga menjadi kesulitan bagi peneliti. 

2. Penelitian menggunakan kuesioner yang sifatnya tertutup sehingga 

terdapat kemungkinan jawaban responden tidak sesuai dengan keadaan 

di lapangan.  

5.3.  Saran  

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, 

terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama, 

dapat menambahkan metode wawancara sehingga data yang diperoleh 

dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 

2. Bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi saran dalam meningkatkan pelaksanaan 

anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan, dan sistem pengendalian 

internal sehingga akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah dapat 

semakin baik dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai serta 

peringkat SAKIP dapat meningkat.  
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